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PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2018/MS.Skm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan
penetapan untuk perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON |, tempat/tanggal lahir, GAMPONG, 01 Juli 1945, umur 73 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan
Raya, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir, GAMPONG, 01 Juli 1956, umur 62 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut Pemohon II;

Mahkamah Syar’iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tertanggal
27 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah
Syar’iyah Suka Makmue pada tanggal 29 November 2018, dengan register
perkara Nomor 49/Pdt.P/2018/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1972 , Pemohon | dan Pemohon

Il telah menikah yang dilaksanakan oleh QADHI NIKAH sebagai gadhi

nikah pada waktu itu, dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH

dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam, dan disaksikan

oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH | dan SAKSI NIKAH 1I;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus duda

cerai hidup dan Pemohon Il berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan

sesusuan;
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4, Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi
rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang
berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il

tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il

bertempat tinggal bersama di Purwodadi sampai dengan sekarang, dan

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
a. ANAK 1.
b. ANAK 2.
c. ANAK 3.

8. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon II belum tercatat di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir, dikarenakan berkas

pernikahan tidak disampaikan ke KUA Kecamatan;

9. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (istbat nikah) ini

adalah untuk pembuatan buku nikah;

10. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup untuk membayar

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon | dan Pemohon II memohon
kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2, Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (PEMOHON [) dengan

Pemohon Il (PEMOHON Il) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kuala Pesisir, pada tanggal 04 Januari 1972;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

menyampaikan salinan Penetapan Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue
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kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon | dan
Pemohon Il untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4, Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kuala Pesisir untuk mencatatkan pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon II;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon | dan Pemohon
Il hadir menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon | dan Pemohon Il dalam
persidangan mencabut permohonannya dan menyatakan tidak akan
melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon | dan Pemohon II
menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon | dan Pemohon I
dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan
termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan
kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul
dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.P/2018/MS.Skm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I.
sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.l. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Panitera Pengganti, Hakim,

Syahrul, S.H.I. Iwin Indra, S.H.l.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 0,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 91.000,-
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